
 

 

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM 

(SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

Kpt NOMOR 208  TAHUN 2023 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN 

HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG 

SELATAN 

ABSTRAK  : bahwa aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan 

aplikasi pendukung dalam pengelolaan layannan advokasi/bantuan hukum dan 

penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang 

sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemiliham Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan, bahwa untuk 

melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor:4432/TIK.02-SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan 

Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Admin dan 

Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; 

 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 

ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251),  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 



 

 

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019  tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984), Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1258), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99), Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 870), Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi), Surat Dinas Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4432/TIK.02-

SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi 

Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 

- Dalam Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi 

Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Catatan    : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 November 2023 


